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PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN WALIKOTA BANJARMASIN

NOMOR 34 TAHUN 2016

TENTANG

STANDAR SATUAN HARGA BARANG DAN JASA KOTA BANJARMASIN

TAHUN ANGGARAN 2017

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,
WALIKOTA BANJARMASIN

a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 298 ayat (3)
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah, dimana dinyatakan bahwa
Belanja Daerah untuk pendanaan Urusan
Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah
berpedoman pada analisis standar belanja dan
standar harga satuan regional sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan;

b. bahwa untuk melaksanakan maksud huruf a, serta
dalam rangka tercapainya eflsiensi, efektifltas,
transparansi dan tertib administrasi dalam
pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah, khususnya dalam penyusunan RKA-SKPD
di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin, perlu
menetapkan Standar Satuan Harga Barang dan Jasa
Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2017;

c. bahwa untuk melaksanakan maksud sebagaimana
dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Walikota Banjarmasin
tentang Standar Satuan Harga Barang dan Jasa
Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2017;

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang
Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun
1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di
Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959
Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 1820);

fooubbag. Pernndcngan Kabig.Hukum KepiliSKfl)

4 ~Sf!^7



o

^J

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat
dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4438);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005

tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4578);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014

tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5533);

7. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan
peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang
Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54

Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/ Jasa
Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2012 Nomor 155);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua
Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13
Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2011 Nomor 310);
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Menetapkan

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun
2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang
Daerah;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 2036);

11. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 28
Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan
Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Banjarmasin
(Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2011
Nomor 28, Tambahan Lembaran Daerah Kota
Banjarmasin Nomor 23) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah
Kota Banjarmasin Nomor 25 Tahun 2014 tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota

Banjarmasin Nomor 28 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat
Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota
Banjarmasin Tahun 2014 Nomor 25);

MEMUTUSKAN :

PERATURAN WALIKOTA TENTANG STANDAR SATUAN

HARGA BARANG DAN JASA TAHUN ANGGARAN 2017

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Banjarmasin.
2. Pemerintah Kota adalah Walikota dan Perangkat Kota sebagai Unsur

Penyelenggaraan Pemerintahan Kota.
3. Walikota adalah Walikota Banjarmasin.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah

perangkat daerah pada pemerintahan daerah selaku pengguna barang
milik daerah.

5. Satuan Harga adalah Standar Satuan Harga Barang dan Jasa yang
digunakan sebagai acuan dan pedoman bagi Satuan Kerja Perangkat
Daerah, Departemen/Lembaga di lingkungan Pemerintah Kota
Banjarmasin untuk membantu menyusun Dokumen Pelaksanaan
Anggaran Satuan Kerja.

6. Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah / Institusi, yang
selanjutnya di sebut K/L/D/I adalah Instansi/institusi yang
menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)
dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
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7. Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut dengan
Pengadaan Barang/.Jasa adalah kegiatan untuk memperoleh
Barang/ /Jasa oleh Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat
Daerah/Institusi yang prosesnya di mulai dari perencanaan kebutuhan
selesainya seluruh kegiatan untuk memperoleh Barang/Jasa.

BAB II

PENETAPAN STANDAR SATUAN HARGA BARANG DAN JASA

Pasal 2

Standar Satuan Harga Barang dan Jasa ditetapkan sebagaimana tercantum
pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Walikota ini.

Pasal 3

(1) Standar Satuan Harga Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 2 diperoleh dari basil pendataan/ survey harga pasar yang dilakukan
oleh Badan Pusat Statistik.

(2) Standar Satuan Harga Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) ditambahkan dengan perkiraan inflasi dan pembulatan, serta hasil
rujukan tentang standar harga satuan/harga eceran tertinggi yang
ditetapkan oleh Pemerintah.

Pasal 4

Standar Satuan Harga Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal
2. mempunyai kriteria sebagai berikut :

a. tidak termasuk pajak-pajak yang berlaku sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan yang di keluarkan oleh Pemerintah;

b. bukan merupakan dasar dalam perhitungan kerugian Negara/ Daerah
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

c. bukan harga mutlak yang dijadikan pedoman pengadaan barang dan
jasa Pemerintah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

d. sebagai pedoman untuk penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik
Daerah (RKBMD) dan Rencana Tahunan Barang Milik Daerah (RTBMD)
dalam rangka pembuatan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja
Perangkat Daerah (RKA-SKPD) Tahun Anggaran 2017;
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Pasal 5

Harga satuan untuk barang-barang tertentu dengan spesiflkasi khusus dapat
berpedoman pada daftar harga (Price List) yang dikeluarkan oleh
produsen/agen tunggal pemegang merk/penerbit, katalog/ketetapan harga
yang diterbitkan oleh Kementerian terkait yang masih berlaku, dan/atau
sumber-sumber lain yang sah, resmi dan dapat dipertanggungjawabkan
dengan menganut prinsip-prinsip efisiensi, persaingan sehat, transparan dan
akuntabel.

Pasal 6

Untuk barang dan jasa yang tidak terdapat dalam lampiran Peraturan
Walikota ini, dapat mengacu kepada Standar Satuan Harga Barang dan Jasa
tahun lalu atau berdasarkan usulan biaya / rincian anggaran belanja
sepanjang perhitungan usulan biayanya dilakukan secara profesional dan
dapat dipertanggungjawabkan.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar sctiap orang dapat mcngctahuinya, mcmcrintahkan pengundangan
Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota
Banjarmasin.

Diundangkan di Banjarmasin
Pada tanggal 15 Juli 2016

Ditetapkan di Banjarmasin

pada tanggal i 4 juli 201. •
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